
BUPAT1 SUKAMARA
PROVING KALIMANTAN TENQAH

PERATURAN BUFAT1 SUKAMARA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERURAHAN ATAS PERATURAN RUPATE SUKAMARA NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTAN Cl PEDQMAN PENGELOLAAN PENGADUAN

01 UNGKUNGAN PEMERIMTAH KABUPATEN SUKAMARA

BUPAT1 SUKAMARA.
Menimhimg : a. bahwa pengaduan masyarakat mcmpakan salah satu

bcntuk partisipass pcngawasan masyarakat yang efektif
daiam rangka ikut serta mewujudkEm penyelenggaraan
pemerintahan yang batk -
bahwa pedoman pengelolaart pengaduan di lingkueigen
Pemerintah Kabupacen Sukamara relah difltur dertgan
Feraturan Bupaci Si_|ka mars Nomor 43 TabUP 2024;
bahwa guna opfimalisasi pel&ksanatm pengdolaan
pengaduan ^ perlu dilakukitn penyesufuan dan
petigub& han lerhadap Feral uran Bupati Sukamara
Nomor 43 Tahun 2024'

b&ftwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana
dimaksud pada humf a dan KumJ" b, perlu menetapkan
Peraluran Bupati ten tang Pemba han Atas Feraiuran
Bupali Sukamara Nomor 43 Tahun 2024 teniang
Pedoman Pcngplolaan Pengaduan di Lingkungan
Pcmcrintah Kabupatcn Sukamara ;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ten tang
Pembentukan Kabupaten Kacingpn , Kabupeten Seruyan,
Kabu paten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupat^ n Pulftrtg Pisau, Kabupaten
Murung Raya, dan Kahu paten Bantu Timur di Previnsi
Kalimantan Tengfth (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 418G|;
Undang-EJndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
PelayAnan Pubiik i Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846[ ;

b.

c.

d .

MengingaL : 1 .

2 .
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3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
P^mcrimahan Daerah )U’mbaran Negara Re publik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 f Tambahan Lembaran
Negara Fiepuhlik Indonesia Nomor 5387], sebagiiimajia
telah diubab brberapa kali Eerakhir dengan Undang-L'ndang Nomyr 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Ftmerintah l^nggant: Undang-Undang
Nom&r 2 Tahun 2022 tentang Cipla Kerja menjadi
Undang-Undang (Lombaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 4 f Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 6856);

4. Feraturan Pcmermtah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Fcmbinaan dan Pengawasan
Ptmerintahan Daerah ([ jembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 N'omor 73, Tambahan l-emharan
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peracuran Presided Nomor 76 Tahun 2013 tenLang
Pengelolaan Pengaduan Relayanan PubLik (I^mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191 ) ;

6. FeraEurari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ReformftfiE Birokrasi Nomor &2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem PcngeloJaan Pengaduan Pciayanan
Publik Nasional [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1726):

7. Fcraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 8 Tahun 2023
LenLang iTngcloiaan Pengaduan di Lingkungan Kernenteria n
DaJam Negeri dan Pemeriotsban Darrah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499];

8. Peraturan Daerah Kabupatcn Sukamara Nooior 6
Tahun 2016 ten rang Pembcntukan dan Susunan
l^rangkat Daerah Kabtlpatcn Sukamara (I-embaran
Daerah KabupaLen Sukamara Tahun 2016 Nomor 6*
Tambahan I^mbaran Daerah Kahu paten Sukamara
Nomor 40), aebagaimana telah diubab dehgan Peraturan
Daerah Kabupalen Sukamara Nomor 6 Tea bun 2019
tetitang Pcrubahan Atas Feracuran Daerah Kabupatcn
Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 lenrang Pern bent ukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabu paten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kgbu paten Sukamara Nomor 67);

Penyeienggaraan

MEMUTUSKAN :

Metie^pkan i PERATURAN E3UPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENCE LOLAAN PENGADUAN DI
LIN Cl RUNG AN PEMER1NTAH KABUPATEN SUKAMARA.
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Beberapa kctenluan dalam Peraturan Bupati Sukamara
Nomur +3 Tahun 2024 ten tang, Pcdomar. Pcngelolaan
Pengaduan {Berita Daerah Kabu paten Sukamara. Tahun 2U 24
Numor 43j, diubah sebagai berikut :

1 . Ketentuan Pasal I diubah * sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam PeratUratb Bupati ini yang dimaksud deng^n :
1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupau adalah Bupati Sukamara.
3. Pomerintah Daera it adalah KepaLa Daerah sebugai unsur

penyelenggara Pemerimahan Daerah yang memimpm
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Qtonotn,

4. Pemerinuhan Daerah adalah pcnyekngg&roan
pctnerirdHhan oleh Pcmerintab Daerah dan Dewan
Perrvakilan Raky&t Daerah menurui asaa otbnomi dan
lugas pembantuan dengan prinsip otonDtni
scluasluasnya dalam ssaEcm dan prinsip Ncgara
Kesaluan Rcpubltk Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-L’ndang Daaar Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 1945.

o. Sckrotaris Daerah adalah Seknecaris Daerah Kabupaten
Sukamara.

b. Perangkat Daerah adalah un &ur pembantu kepala
daerah dan Dewan Perwakilan Rakvut Daerah dalam

r

penyelenggaraan Urusan Pemerincahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

7 , tospektoral Daerah adalah InspekEnrat Daerah
Kabupaten Sukamara .

3 . Inapektur Daerah adalah inspektur Daerah Kabupaien
Sukamara ,

9. Pcngaduan adalah penyampaian kdilhan yang
dlsampaikan Pengadu kepada pengeEola pcngaduan
pclayanan publik atas pclayanan pelaksana yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian
kewajiban dan /alau pclanggaran larangan oleh
penyelenggara.

10 . Pengeiolaan Pengaduan adalah kegLatan pet^anganan
pengaduan sesuai dengan mekamsme dan tata cara
Pengeiolaan Pengaduan..
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11. Fengeduan Tidak
pengad uan yang Idnya d&pat mcngondung informasi
berupa sum bang sar&rt , kriuk yang konslruktif don
berr nanfast bag: perbyikan pcnyeknggars pemcrinlah,
j>embangunan dan pelayanan masyarakau

12. Pengaduan Berkadar Fengawasan adsl&h pcngaduan
lerkait pejiyalabgunaan kewcfiBngan dan pdanggamn
hukum yang dilakukan alch kepala rtaeryh, wakil kepala
dacrah, anggotft Dcwan Ferwakilan Radiyat Dacrah ,
dan /atau AparaLur Sipil Negara di lingkungan
Kcmenterian. Pemerintah Daerab dan Perangkat Desa.

13. Pengadu ad&lah seluruh pihak balk

Berkadar l^ngawasan adalah

warga negara
man pun penduduk baik orang perseorongan , kelompok
manpun badan hukum yang mcnyampmkan Pengaduan
kepada P^ ngclola f’tngaduan.

14 . Terlapor adalah adalah or&ng atau pihak
dilaporkan olch Pengadu meialui pcngelola pengaduan .

Ib Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya diflingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai ncgcrl sipil dan jiv^awai
pemerintah donga n perjanjian kcrja yang bekrrja. pada
instansl pemerin'ah ,

16. Aparat Fenegak Hukum yang aelanjutnya diaingkat APH
adalah a para t prnegak hukum di Imgkungan Kejaksaan
Re publik Indonesia dan Kepolisian Negara Repubilk
Indonesia,

VHT1&

beserta jajarannya di pruvinsi dan
kabu paten / kota.

17. Pelaya nan Publik adalah kegtai-an atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
Undangan bagi sotiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasaf dan/atau pelayanan administrauf yang
disediakan oleh penyelenggri ra pelayanan publik.

IS. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
HasLon a l yang selanjutnya disebut SP4.N adalah fasten
yang lerintegrasi dalam Pcngelolaan Pengaduan secara
berjenjang pada sebap penycknggara dalam kerangka
sistem informasi pelayanan publik.

19.Aplikasi Sistem Plengclrjlaan Ikmgaauan Pelayanan
Publik National menggunakan aplikasi LAPOR! yang
ielah ditei&pkan sebagai aplikasi utnum di bidang
Pengelalaan Pengaduan yang aelanjutnya diRebut SP4N-
LAPGR* adalah layanon penyampaian semua aspirasi
dan pengaduan rakyat secara daring yang lerintcgrasi
dalam pengclolaan pengaduan secara brrjenjang pads
setiap pcnyelenggara Pelayanan Publik dan dikdola
Kemcntcrian Pendayagunaan Apamtur Negara dan
Rcformas] Birokrasi bekerja sanria deiigan Kcmcntcrian,
Kcmenterian Komunikasi dan Infurmatikii , Ran tor Stal
IVesidcn dan Ombudsman Republik tndunesia.

4



20 , Pcjabat PengeLoki Pengaduan adalah prjabat yang
bcrtanggung-jawah uncuk rnt-ngoondErLasukan Pcngclolaan
Pengaduan di Lingkung&n
SttiiaBiars,

Penterituah Kabuparen

31 Pejftbat Penghubung Hdalah Pe-jsbat di lingkungan
Ptrangkal Daerah pads
aukannara yang belugas mend ltd ribusikan
rnemantau penyelesaian pengaduan,

22 . Pejabai Pelaksana adalah Pejahat di lingknngan
Perangkat Daerah padn Pemeriniah Kahupeten
Sukamara rt^ bcrtugas memndak!anjuti dan
mtnyclesaikan pengaduan.

23 Pctugas Pfclayantin Pengaduan adalah pegawai dan
pctugas yang ditunjuk, yang bekcrja aeau bertugas
melakaanak& n Undakan aian .serangkaian Pengelolaan
Pengaduan,

24 , Marl adalah Hari kerja.

i^cmerintah Kabnpaten
dan

2 , Dianrara Pasa] 11 dan Pasal 12 disisipkan I (SAEU) buah
pasifj] vaifu Pasal 11A , sehirz^ga bcrbunyl selwgai berikut :

Pa$a) 1 1A

ASN mcmiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan
pclanggaimi atas pclflyartan pclaksana yatig lirtak
ricngan standar pelnyanan atau pengabaian kcwajiban
dan /a tan pelangg&r&n larangan, baik yang dilakukan oleh
sesama ASN maUpun olch pLhak Lain yany Irrkait.

3. DianJara BAB V dan BAB VI tllaiftipkan ! (satu) BAB yaitu
BAB VA dan disisipkan 1 (duaj buah pasal yaitu Pasal
ISA dan Pasal 45B, sehingga berbunyi scba^al berikui:

sesuai

BAR VA
HAK DA!'; KEWAJTBAN TERLAPOR

I 4oA

\ 1 ) Tcrlapor mempunyai hak scbagai berikut:
a . mcmbuktikan hahwa ia l.idax bersalah dengan

mcngajukan $*k$i dan alai. bukti lain;
b. mendapatkan kesempatan untuk dapat

member]kan keterangan secara bebas ianpa
paksaan dari pihak manapun;

c. mendapatkan pcrlakuan yang sama dan setara
dengan pengadu dulam pemeriksaan;dE_n

d . mendapatkan surat keterangan yang mcnyatakan
bahwa Pengaduan atas dirinya tidak lerbuklc.
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13) Tei'lapoi’ mpmpLinyai ktnvajiban sebagai bcrikut;

a. mcmbcri keterangan dengan benar dan jujur’
b . bckcrja secara kooperatif dengen tim pcrmcrikaa; clan
C , mritnenuhi paiig^jian di stdap tahapan yang

di!akrianak&n dalam penanganan peng&daan.

PHKHI IE

Peratumn Bupali ini mulai bcrlaku pada tanggal
diundangkan. Agar aedap orang rncngeiahuinya ,
[nemerintahkan pengundangan pcraiuran Bupari ini dengan
penempatannya (Jalam Beriia Daerah Kabup&ten Sukamara.

DUclapkan di Sukacnara
Pada langgal 16 20J-5

Dfundangkan di ftukamara
Pada Eanggtd 1fc JLJU 2.025

Pi . SEKRETARIS OAEJKAH
KABUPATFCN SUKAMARA,

WP~
SWARDI f

BERJTA^AERAH KABUFATffiN SUKAMARA TAJ -IUN 2025 NOMO R V
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